
BUPATI DONGGALA
• P R O V I N S I  SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH

BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :  a.  bahwa un tuk  meningkatkan kinerja dan kual i tas pelayanan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa per lu memperhat ikan

kesejahteraan K e p a l a  D e s a  d a n  pe rangka t  d e s a  s e r t a
Anggota Badan Pemusyawaratan Desa melalui  pengaturan
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan  Perangkat Desa serta

Tunjangan dan  penerimaan la innya yang sah bagi  Kepala

Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Pemusyawaratan

Desa;

b. b a h w a  u n t u k  melaksanakan ketentuan Pasal 81  a y a t  (4)

Peraturan Pemer in tah  N o m o r  1 1  Ta h u n  2 0 1 9  t e n t a n g
Perubahan k e d u a  a t a s  Peraturan Pemerintah N o m o r  4 3
Tahun 2 0 1 4  t e n t a n g  Pe ra tu ran  Pelaksanaan U n d a n g -

Undang Nomor 6  Ta h u n  2014  tentang Desa sebagaimana
telah d iubah terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 4 3  Ta h u n  2 0 1 4  ten tang  Pera tu ran  Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6  Ta h u n  2014  tentang Desa d a n
ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 11 0  Ta h u n  2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa, perlu diatur lebih lanjut  dengan Peraturan Bupati;

c. b a h w a  berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud

dalam h u r u f  a  dan  h u r u f  b,  per lu  menetapkan Peraturan

Bupati tentang Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa
dan Perangkat  D e s a  s e r t a  t un j angan  d a n  pener imaan
lainnya yang sah  bagi  Kepala Desa, Perangkat Desa d a n

Anggota B a d a n  Permusyawaratan Desa  Ta h u n  Anggaran

2023;

Mengingat :  1. Pasa l  1 8  aya t  (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  2 9  T a h u n  1 9 5 9  t e n t a n g
Pembentukan Daerah -  daerah T i n g k a t  I I  d i  Sulawesi

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun  1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);
3. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2 0 1 4  N o m o r  2 4 4 ,  Ta m b a h a n  Lembaran  Negara
Nomor 5587) sebagaimana te lah  d iubah  te rakh i r  dengan

Undang-Undang Nomor 9  Ta h u n  2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia

Tahun 2 0 1 5  N o m o r  5 8 ,  Ta m b a h a n  L e m b a r a n  Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN
TETAP B A G I  KEPALA D E S A D A N  PERANGKAT D E S A
SERTA TUNJANGAN D A N  PENERIMAAN LAINNYA YANG
SAH B A G I  K E PA L A D E S A ,  PERANGKAT D E S A  D A N
ANGGOTA B A D A N  PERMUSYAWARATAN D E S A TA H U N
ANGGARAN 2023



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. D e s a  adalah kesatuan masyarakat h u k u m  yang memi l ik i  batas-batas
wilayah yang  berwenang u n t u k  mengatur  dan  mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat ist iadat setempat
yang d iaku i  d a n  d ihormat i  da lam s is tem pemerintahan nasional  d a n
berada di kabupaten Donggala;

2. A n g g a r a n  Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

3. P e n g h a s i l a n  tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh
Kepala Desa dan  Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun  dalam
APB Desa.

4. T u n j a n g a n  adalah penerimaan sah la innya yang di ter ima setiap bu lan
oleh Kepala Desa d a n  Perangkat Desa yang  di tetapkan set iap t a h u n

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. D a n a  Desa adalah dana yang bersumber dari  anggaran pendapatan dan

belanja negara yang  d iperuntukan bag i  desa yang  di t ransfer  mela lu i
Anggaran Pendapatan d a n  B e l a n j a  D a e r a h  d a n  d i g u n a k a n  u n t u k

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

6. A l o k a s i  D a n a  D e s a  y a n g  se lan ju tnya  d i s ingka t  A D D  a d a l a h  d a n a

pertimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. P e n d a p a t a n  A s l i  D e s a  y a n g  se lan ju tnya  d i s e b u t  PA D e s a  a d a l a h

Pendapatan berupa uang yang dihasilkan oleh desa yang bersumber dari

hasil Usaha, Hasi l  Aset, Swadaya, part isipasi dan Gotong Royong, dan

Pendapatan asli desa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

8. A p a r a t u r  Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri S ip i l  d a n  pegawai pemerintah dengan perjanj ian ker ja
yang bekerja pada instansi Pemerintah.

9. D a e r a h  adalah Daerah Kabupaten Donggala.



10. Pemerintah Daerah adalah Bupat i  sebagai u n s u r  penyelenggara u n s u r
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. B u p a t i  adalah Bupati Donggala.

12. Kepa la  Desa adalah Pemimpin Desa yang dipil ih langsung oleh penduduk
desa yang bersangkutan;

13. Sekretar is Desa  ada lah  perangkat  Desa  yang  berkedudukan sebagai
unsur p i m p i n a n  sekretar ia t  D e s a  y a n g  menja lankan t u g a s  sebagai
koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa.

14. Perangkat  Desa adalah unsu r  Pembantu Kepala Desa, yang terdir i  dan
Kepala Urusan, Kepala Dusun.

15. Kepa la  U r u s a n  a d a l a h  u n s u r  pe laksana t e k n i s  admin is t ras i  y a n g
membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

16. Kepa la  Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bagian wilayah
desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

17. B a d a n  Permusyawaratan D e s a ,  se lan ju tnya  d i s i ngka t  B P D  a d a l a h
lembaga y a n g  melaksanakan f u n g s i  pemer intahan y a n g  anggotanya
merupakan waki l  dan penduduk  desa berdasarkan keterwakilan wilayan

dan ditetapkan secara demokratis.

18. Penjabat  Kepala  Desa  ada lah  Pegawai Negeri  S i p i l  sebagai pen jabat

sementara y a n g  d iangka t  o l e h  B u p a t i  u n t u k  melaksanakan tugas ,
wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

b. penghasilan anggota BPD.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

a. Penghasi lan tetap;



b. Tun jangan;  dan
c. pener imaan  lain yang sah.

Pasal 4

(1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hu ru f  a diberikan

kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, d a n  Perangkat Desa lainnya dan
dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dan ADD.

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diber ikan setiap
bulan, dengan besaran sebagai berikut:

a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.450.000 (dua ju ta  empat ra tus l ima pu luh
ribu rupiah);

b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.250.000 (dua ju ta  dua ratus l ima puluh
ribu rupiah);dan

c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh r ibu
rupiah).

(3) Da lam h a l  A D D  t i d a k  mencukup i  u n t u k  mendanai  penghasilan te tap
Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan  Perangkat Desa lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa

selain Dana Desa dan/atau sumber lainnya yang tidak dapat diperuntukan

sebagai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan  Perangkat
Desa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya setiap tanggal
15 bulan berjalan.

Pasal 5

(1) Tunjangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  h u r u f  b

adalah tunjangan jabatan.
(2) Tunjangan jabatan  sebagaimana d imaksud p a d a  aya t  (1) d ianggarkan

dalam APB Desa yang bersumber dar i  ADD atau sumber lainnya dalam
APB D e s a  se la in  D a n a  Desa  d a n  sumbe r  l a innya  y a n g  t i d a k  d a p a t
diperuntukan sebagai tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan setiap

bulan d e n g a n  besaran  d isesua ikan dengan  t i n g k a t a n  j a b a t a n  y a n g
diemban sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
kepala desa dan perangkat desa setiap tanggal 15 bulan berjalan.

Pasal 7

(1) Penerimaan la in yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  h u r u f  c
dapat dianggarkan dalam APB Desa dan dan sumber  la in sesuai dengan
ketentuan pera turan perundang-undangan sesuai  dengan kemampuan

keuangan desa.
(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir i  dan

biaya penunjang kegiatan.

(3) B iaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mel iput i
biaya perjalanan dinas dan biaya honorarium kegiatan.

(4) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan sesuai  dengan kemampuan keuangan desa yang  di tetapkan

dalam Peraturan Desa tentang APB Desa d a n  Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APB Desa dengan mengacu pada standar biaya umum

desa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENGHASILAN ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 8

Jenis penghasilan anggota BPD terdiri atas:

a. Tu n j a n g a n  pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Tun jangan  kinerja; dan
c. Pener imaan lain yang sah.



Pasal 9

(1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8  h u r u f  a merupakan tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota
BPD.

(2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tiap
bulan sejak ditetapkan sebagai anggota BPD melalui Keputusan Bupati.

(3) Tunjangan kedudukan sebagaimana d imaksud pada  aya t  (2) d iber ikan

kepada anggota BPD setiap tanggal 15 bulan berjalan.

Pasal 10

(1) Besaran tun jangan  sebagaimana d imaksud d a l a m  pasa l  9  d i te tapkan
dengan rincian sebagai berikut:

a. k e t u a  BPD sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

b. w a k i l  ke tua  BPD sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu j u t a  seratus r i b u
rupiah);

c. sekre tar is  BPD sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu j u t a  l ima pu luh  r ibu
rupiah);dan

d. anggota  BPD sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APB

Desa yang bersumber dari ADD.

(3) Da lam h a l  A D D  t i d a k  mencukup i  u n t u k  mendana i  t un jangan  B P D
sebagaimana d imaksud pada ayat  (2) dapa t  d ipenuhi  da r i  sumber  l a in

dalam APB Desa selain Dana Desa dan sumber lainnya yang t idak dapat
diperuntukan sebagai tunjangan kedudukan BPD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huru f  b, diberikan
dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

(2) Tunjangan kiner ja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap

bulan dengan berdasarkan pert imbangan yang  ob jek t i f  sesuai dengan
kemampuan keuangan desa.



(3) Besaran t u n j a n g a n  k i n e r j a  sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 2 )

disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang diemban dalam struktur  BPD.
(4) Tunjangan k i ne r j a  sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (3)  d ianggarkan

dalam APB Desa yang bersumber dari PADesa.

(5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
anggota BPD setiap tanggal 15 bulan berjalan.

Pasal 12

(1) Penerimaan la in yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8  h u r u f  c
dapat dianggarkan dalam APB Desa dan dar i  sumber la in sesuai dengan
ketentuan pera turan  perundang-undangan sesuai  dengan kemampuan
keuangan desa.

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir i  dan

biaya penunjang kegiatan.
(3) B iaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mel iput i

biaya perjalanan dinas dan biaya honorarium kegiatan.
(4) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan sesuai  dengan kemampuan keuangan desa yang  di tetapkan

dalam Peraturan Desa tentang APB Desa d a n  Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran. APB Desa dengan mengacu pada standar biaya umum

desa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Penjabat Kepala Desa dapat  menerima tunjangan dan  penerimaan la in

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku terhitung sejak dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa.

(2) Besaran Tunjangan Penjabat Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada

ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Pasal 14

(1) Kepala Desa d a n  Perangkat Desa yang berstatus sebagai ASN/Tentara

Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia t idak diberikan penghasilan
tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huru f  a.

(2) Kepala Desa d a n  Perangkat Desa yang berstatus sebagai ASN/Tentara
Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia diberikan Tunjangan Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hu ru f  b dan Penerimaam Lain yang

Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huru f  c.

(3) Kepala Desa dan  Perangkat Desa yang berstatus ASN/Tentara Nasional
Indonesia/Polisi Republ ik  Indonesia dapat  menerima penghasilan te tap

apabila menghentikan penerimaan gajinya sebagai ASN/Tentara Nasional
Indonesia/Polisi R e p u b l i k  Indones ia  a t a u  menga jukan  p e n s i u n  d a r i
ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terd i r i

dari:
a. Kepa la  Desa paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
b. Sekretar is  Desa paling banyak Rp. 1.750.000,00 (satu ju ta  tu juh ratus

lima puluh ribu rupiah);dan

c. Perangkat  desa lainnya paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta l ima
ratus ribu rupiah).

(5) Besaran t u n j a n g a n  j a b a t a n  d a p a t  m e l e b i h i  b a t a s  p a l i n g  b a n y a k

sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 4 )  s e s u a i  d e n g a n  k e m a m p u a n

keuangan desa yang bersumber dari PADesa

Pasal 15

(1) Kepala Desa dan  Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, t i d a k

dapat diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan la in yang

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Kepala D e s a  d a n  Pe rangka t  D e s a  y a n g  d ibe rhen t i kan  semen ta ra

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan keputusan
pemberhentian sementara oleh Pejabat yang berwenang.



(3) Da lam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara

diaktifkan kembal i ,  m a k a  Kepala Desa  d a n  Perangkat Desa  tersebut

diberikan penghasilan tetap, tunjangan, d a n  penerimaan la in  yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  terhi tung mulai  tanggal diakt i fkan
kembali dalam jabatannya.

(4) Apabi la  j a b a t a n  K e p a l a  D e s a  d a n / a t a u  Pe rangka t  D e s a  t e r d a p a t
kekosongan dikarenakan hal yang t imbul atas dasar peraturan perundang-

undangan d a n / a t a u  Jaba tan  Kepa la  Desa  d a n  Perangkat  Desa  d a r i
ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republ ik Indonesia a tau jabatan
Kepala Desa d i i s i  o leh Penjabat Kepala Desa, m a k a  has i l  perhi tungan

penghasilan tetap dan tunjangan yang diatur pada jabatan tersebut dapat

dialihkan u n t u k  tambahan A D D  b idang penyelenggaraan pemerintahan
desa, p e l a k s a n a a n  p e m b a n g u n a n ,  p e m b i n a a n  k e m a s y a r a k a t a n ,
pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

(5) Penghasilan tetap dan tunjangan yang t idak dapat dicairkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (4), plafon anggaran di jadikan sebagai

SiLPA dan dianggarkan pada APB Desa Perubahan atau APB Desa tahun

berikutnya.
(6) Ketentuan l e b i h  l a n j u t  mengenai  pengalokasian S i L PA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (5) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 16

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti tetap diberikan Penghasilan Tetap

dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Anggota B P D  y a n g  d iberhent ikan sementara,  t i d a k  d a p a t  d ibe r i kan
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terh i tung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara

oleh Pejabat yang berwenang.
(3) Da lam hal Anggota BPD yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali,

maka Anggota BPD tersebut  dapat  diber ikan penghasilan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 8 terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam
jabatannya.

(4) Apabila jabatan Anggota BPD terdapat kekosongan dikarenakan hal yang
timbul a t a s  d a s a r  pera tu ran  perundang-undangan, m a k a  h a s i l
perhitungan tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja yang diatur
pada jabatan tersebut dapat dialihkan untuk tambahan ADD dan PADesa
bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan,  pemberdayaan  m a s y a r a k a t ,  d a n
penanggulangan bencana.

(5) Tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja yang tidak dapat dicairkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat  (4), plafon anggaran
dijadikan sebagai SiLPA dan dianggarkan pada APB Desa Perubahan atau
APB Desa tahun berikutnya.

(6) Ketentuan leb ih  l an j u t  mengenai pengalokasian SiLPA sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 18

(1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan
tunjangan Anggota BPD diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD yang diangkat paling
lambert tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan diberikan penghasilan penuh
pada bulan yang berkenaan.

(3) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD yang diangkat setelah
tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian penghasiian terhitung
mulai bulan berikutnya.

Pasal 19

(1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD berhenti/diberhentikan/
diberhentikan sementara sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan
tidak diberikan penghasilan pada bulan berkenaan.

(2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD berhenti/diberhentikan/
diberhentikan sementara pada tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada
bulan berjalan diberikan penghasilan pada bulan berkenaan.



BAB V
KETENTUAN P T U P

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada

Agar setiap orang mengetahuinya, meme

Bupati ini dengan penempatannya dalam Be

di d a n g k a n .

pengundangan Peraturan
ah Kabupaten Donggala.

Di e d i  Donggala
a126 Januari 2023

ONGGALA,

KASMAN LASSA



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARI D A E R A H  KABUPATEN DONGGALA,

RUSTAM E ENDI

BERITA D • R A H  KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 781



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 7 8 1

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEP
SE

ADH
Nip. 19771122 201001 1 003

KUM
RAH KABUPATEN DONGGALA.


